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TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

PERJUDIAN PADA PEMILIHAN KUwWU

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kuwu
1. Definisi Pemilihan Kuwu
Kuwu merupakan sebutan lain dari kepala desa di Kabupaten

indramayu, Istilah Kuwu termuat dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan

Bupati IndramayuM0mor 64.A™ghun 2020 tentang Penyelenggaraan

Neeta_jmeTrmsa Pahwa kuwu merupakan
pemimpin G _suatu desg,‘ %5& memililg” kewajiban untuk mengurus

kemakmuran, kesejahteraan masarakat, pembangunan dan kewajiban
lain dari kuwu yang merupakan pemimpin formal yang ditunjuk oleh
pemerintah. Adapun pula Tahmit yang mengemukakan bahwa kuwu
ialah pemimpin dari desa dan merupakan pimpinan dari pemerintahan
desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Dalam pelaksanaannya,

seorang kuwu dikoordinasikan oleh camat. Selain sebutan kuwu, ada

19 Khumayah, Siti. Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pesta Demokrasi (Studi Kasus
Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Cirebon). Jurnal Investasi 6.2 (2020): him. 166.
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istilah lain untuk penyebutan kepala desa disetiap daerah, Contoh seperti
sebutan wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, dan Peratin.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang menjalankan
kepemimpinan tertinggi disuatu desa dan menyelenggarakan
pemerintahan desa guna menyelenggarakan pembangunan dan
mencapai kesejahteraan dimasyarakat desa.?°

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang
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untuk memilih calon kuwu yang bertanggung jawab dan dapat
mengembangkan desa. Oleh karena itu, pemilihan kuwu di Desa
Jatibarang Baru sangatlah penting untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintah desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di
Kabupaten Indramayu Tahun 2021 berdasarkan pasal 2 Peraturan

Bupati Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 tentang pemilihan kuwu

20 Sumber Saparin, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Ghallia
Indonesia, 1986) him. 30
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dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah Kabupaten Indramayu.
Pemilihan Kuwu secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota
dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaanya.
Pemilihan Kuwu secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa
kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten/kota sehingga

dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.?

O
nqang&eﬁyﬂe@ﬁraan emilihan Kuwu Serentak Di

Kabupaten Indrama
(empat) tahapan, sebagai berikut:
Gambar 2. 1

Tahapan Pemilihan Kuwu

Tahapan
Tahapan Tahapan Pemgggutan Tahapan
Persiapan Pencalonan Perhitungan Penetapan
Suara

21 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), him. 222.
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Tahapan persiapan memuat proses pembentukan penyelenggara
pemilihan kuwu sebagaimana termuat dalam pasal 4 Peraturan Bupati
Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Panitia
penyelenggara pemilihan kuwu terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat
Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kuwu. Panitia Pemilihan Tingkat
Kabupaten terdiri dari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu
Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Kepolisian
Resor Indramayu, Kepade

Distrik Militeg® 16“1@@33 §a}
: Oi.%?ngkat aten, 1@ urhy

gjaksaan Negeri Indramayu, Komandan

ugas Penanganan Covid Virus

r terkait lainnya yang

Seksi Logistik, dan Kampanye, Seksi Keamanan,
Seksi Pencacahan Pemilih dan Seksi Pemungutan Suara. Dalam tahapan
persiapan juga memuat pembiayaan pemilihan kuwu yang diajukan oleh
Panitia Pemilihan Kuwu melalui Camat dan atas Persetujuan Bupati.
Tahap Pencalonan, salah satunya adalah memuat tentang
pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu sebagaimana

termaktub dalam pasal 9 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A

tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di
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Kabupaten Indramayu Tahun 2021, pengumuman dan pendaftaran bakal
calon kuwu ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, dan jika
ada yang belum mendaftar maka panitia pemilihan kuwu
memperpanjang waktu selama 4 (empat) hari. Kemudian panitia
pemilihan kuwu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan
administrasi dari bakal calon kuwu. Penetapan bakal calon kuwu paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak adalah 5 (lima) orang.
Penetapan bakal calon kuwu yang dilakukan oleh panitia pemilihan

kuwu adalah bersifat figad®gmengikat kemudian dilakukan penentuan

Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimuat dalam pasal 15
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64.A tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu
Tahun 2021 dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan
dan diselenggarakan oleh calon kuwu dan dapat diwakilkan oleh tim

suksesnya.
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Tahapan selanjutnya ialah tahapan pemungutan dan penghitungan
suara yang termuat dalam pasal 20 Peraturan Bupati Indramayu Nomor
64.A tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di
Kabupaten Indramayu Tahun 2021, disebutkan bahwa pemungutan
suara dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB yang
dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dipilih langsung oleh

pemilih. jika pemungutan suara telah berakhir maka dilanjutkan dengan

penghitungan suara.

Tahapan yang terakhie#dgh tahapan penetapan yang termuat dalam

B. Landasan Teoritis Tentang Tindak Pidana
1. Definisi Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) disebut dengan “strafbaar feit”, namun untuk
pengertian itu sendiri tidak diberi penjelasakan secara detail. Kata “feit”
dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan” atau “Een

gedelte van de werkeelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapat
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dihukum”.?? Terjemahan atas istilah Strafbaar Feit kedalam bahasa
Indonesia disitilahkan dengan berbagai macam istilah misalnya tindak
pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum,
perbuatan pidana, dan sebagainya. Strafbaar Feit sebagai suatu tindakan
manusia tertentu yang pada masa tertentu ditolak oleh suatu pergaulan
hidup tertentu yang dianggap harus ditiadakan oleh suatu hukum pidana
dengan memakai alat yang bersifat memaksa.?

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli

mengenai definisi strafpe®sfeit, diantaranya ialah menurut Rumusan

tERer)
i denagrﬁ'pl §

mafbar feit adalah suatu tindakan

a oleh undang-undang,
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- undang diancam demnge emudian daalam rumusan Pompe
Straafbar feit adalah suatu pelajaran kaidah (penggangguan ketertiban
umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana

pemindanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan

kesejahteraan umum.?*

22 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), him. 5.

23 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika aditama, 2014)
him. 97.

24 Dahlan, Problematik Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalahguna
Narkotika, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) him. 14-15.
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Pada dasarnya tindak pidana adalah kelakuan manusia yang
dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut
dipidana dan dilakukan dengan adanya sebuah kesalahan dan pelakunya
akan dikenakan hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana
apabila ia mempunyai kesalahan, seseorangan mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut diliha dari segi
masyarakat menujukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang

dilakukan.? Dari bebega@®agngertian mengenai tindak pidana diatas,

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung tindakan dan akibat yang
disebabkan oleh tindakan tersebut,. Moeljatno menyatakan bahwa
tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, terhadap
barangsiapa melanggar larangan tersebut, perbuatan itu harus pula

dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang

% Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007) him. 22.
2 Erdianto effendi, Op.Cit. him. 30
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dicita-citakanoleh masyarakat. Dengan demikian menurut Moeljatno
dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana ialah perbuatanitu harus
merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu
bertentangan dengan hukum (melawan hukum), harus dilakukan oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan itu harus
dapat dipersalahkan kepada si pembuat.?’

Selain itu, Loebby Logman mengemukakan bahwa unsur tindak

pidana meliputi, perbug a0usia yang aktif maupun pasif, perbuatan

Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa unsur-unsur

tindak pidana, yaitu:?°
a. Unsur Objektif
Unsur objektif ini adalah unsur yang terdapat diluar diri

pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu

2 1bid. him. 99.

2 EY. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni
AHM-PTHM, (Jakarta: 1982), him. 211.

29 Erdianto Effendi, Op.Cit. him. 50.
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dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu
harus dilakukan. Terdiri dari Sifat melanggar hukum, Kualitas dari
si pelaku, dan Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
b. Unsur Subjektif
Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat
pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan

termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam

hatinya. Unsur subjgleffsigj terdriri dari:

dalam kejahatan-

e

"\."'l-:'-..{-f'.-{"!"'

dan sebagainya.

Y -
.

3. Subjek Tindak Pidara
Mengingat dalam rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan

Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata-kata “barangsiapa”. Ini
mengandung arti bahwa yang dapat melakukan sebuah tindak pidana
atau subjek dari tindak pidana pada umumnya ialah manusia. Juga dapat
dilihat dari ancaman pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana

kurungan, denda dan pidana tambahan pencabutan hak dan sebagainya
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menunjukan bahwa yang dapat dikenai hukuman tersebut pada

umumnya ialah manusia atau person.*

4. Jenis Tindak Pidana
Menurut M.vT. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh
Moeljatno, pembagian atas jenis tadi didasarkan atas perbedaan
prinsipil. Disebutkan bahwa kejahatan ialah rechtsdelicten, yaitu:
“perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-
undang, sebagai perbygz

n‘y@@ﬂe@?ggp .
sebalikgfa iq‘h?wetsd

pidana, telah dirasakan sebagai onrecht,

sebagai perby gan tata hukum. Pelanggaran

ngklasifikasikan  atau
glak pidana. Didalam Kitab
Undang-Undang ; ) (KUHP)  sendiri  sudah
mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam 2 (dua) kelompok
besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi
kelompok kejahatan dan pelanggaran. Beberapa jenis tindak pidana

diantaranya adalah:*?

%0 1bid. him. 54.
31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) him. 78
%2 Erdianto Effendi, Op.Cit. him. 57.
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a. Kejahatan dan Pelanggaran

C.

Kejahatan terdapat dalam buku kedua KUHP dan pelanggaran
termuat dalam buku ketiga KUHP, namun tidak ada penjelasan
mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran dan kejahatan.
Disebutkan bahwa kejahatan ialah wetsdelict atau delik undang-
undang. Delik hukum ialah suatu pelanggaran hukum yang dirasa
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan,
pencurian, dan sebaginya. Sedangkan yang dimaksud dengan delik

undang-undang iala*™mglanggarapa yang telah ditentukan oleh

O
pkan hiqusa& ﬁaw\j sai,

. vang dimaksud dengan delik formal

aitu suatu tindakan yang

ialah, delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
tersebut, atau dengan perkataan lain fokusnya pada suatu perbuatan
itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan delik material adalah
menitik beratkan pada akibat yang dilarang, delik tersebut dianggap
sudah selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana pelaku
melakukan perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan.

Delik Dolus dan Delik Culpa
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Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang
akan dibahas sendiri di akhir. Delik dolus merupakan delik yang
memuat unsur kesengajaan sedangkan culpa merupakan delik yang
memuat unsur kealpaan.

. Delik Comissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang
dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit =
melakukan, to omit = meniadakan).

Delik Aduan dan

Jenis Delik yang

Delik berturut-turut (voortgezet delict), yaitu tindak pidana
yang dilakukan secara berturut-turut. Delik yang berlangsung terus,
Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan
pemberatan. Delik dengan previlege (gepriviligeerd delict), yaitu
delik dengan peringanan. Delik politik, yaitu tindak pidana yang
berkaitan dengan negara keseluruhan. Delik Propria, yaitu tindak

pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi
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tertentu seperti, hakim, pegawai negeri, dan sebagainya yang sudah

termaktub dalam KUHP.

C. Tinjauan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan
Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab
Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP) BAB 1 ketentuan umum
pasal 1 butir (5) yang berbunyi:
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidgleaasdilakukan penyelidikan menurut cara yang
diatur dalam undang- s

memanggil atau menyerahkan berkas kepada penuntut umum apabila tidak
ditemukannya bukti permulaan yang cukup hal tersebut dapat menjadi
sebuah kesalahan dalam menangkap seorang pelaku jika seorang aparat
tidak menguji terlebih dahulu informasi yang ada sehingga tidak
merendahkan harkat dan martabat manusia. M. Yahya Harahap
mengemukakan pendapatnya bahwa sebelum KUHAP berlaku
“opsporningh” atau dalam istilah inggris disebut “investigation” merupakan

kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali
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penyelidikan dapat kita samakan dengantindakan pengusutan (opsporing).
Yang dimaksut tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan
jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga
sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan
(opsporningh) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak
jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga
sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan. 33

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP, disbeutkan bahwa penyelidik

merupakan pejabat polisi Ngge™sRepublik Indonesia yang diberi wewenang

pada pasal 5 KUHAP. asarran ketentuan ini yang lahir dari sumber
undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian,
yaitu:
1. Menerima Laporan dan Pengaduan
Dalam pasal 1 angka 24 jo25 KUHAP dikemukakan tentang
pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang
karena hak atau kewajiban bedasarkan undang-undang kepada pejabat

3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Jakarta; Pustaka
Kartini, 1998) him. 99
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yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana.”

Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan
yang merugikan.”

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan
penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan

ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah

guna mengetahui jaefmana kebenaran atas pemberitahuan

akah terdapat tindak pidana tersebut
dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya
penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau
penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.
3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai
Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada

penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan

% 1bid. him. 103
% 1bid. him. 103
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serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa
untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah
khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4
menegaskan bahwa polisi Negara Rl adalah penyelidik, maka sudah
menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai
melakukan tindakan tersebut akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan
dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang
dapat dibenarkan hukum, pejabat penyelidik harus cepar-cepat

mendatangani pejabat 4eeMidik atau lebih efisiensinya penyelidik

X

il

)
i
LY
V/

yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan

melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyitaan.

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

c. Mengambil sidik jari memotret seseorang.

% 1bid. him. 104
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d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 3’

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukanya
penyelidikan dan dari laporan penyelidik diputuskan untuk ditindak
lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan
Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dakam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

i MEFHP‘E(}“%Q Ban Instansi dan kepangkatan

seseorang g abo.b%yldlk elakl].!amtu . Dari pasal tersebut M.

Yahya Blarahap m&aes AN i fgenjadi 2 bagian yaitu

gri Sipil.%® Wewenang

tindak pidana.

2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.

3. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

37 1bid. him. 104
% 1bid. him. 106
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7. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau
saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan saat perkara.

9. Mengadakan penghentian penyidikan,

10. Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang bertanggung jawab.3®
Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan penyidikan, permasalahan

difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hokum.

Masalah teknis pemeriksg ana sekali di luar jangkauan Kita, karena

bersalah, sesuai denga um “praduga tak bersalah” sampai
diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada
suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja
yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau
ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang

disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya.

% 1bid. him. 134
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Di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud
Surat Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang
penghentian penyidikan dalam pasal 109 KUHAP, Yaitu:

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa
yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu
kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena:

a. tidak terdapat cukup bukti atau,

b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
atau,

c. penyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik
memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya.

(3) Dalam haI pengertian ore

Ut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik

penyidikan tha__ e g %@a seffagai tindak pidana karena
untuk mertiyat terang%e”sﬂwa itu_da# menentukan pelaku sebagai
tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan
diketahui demi hukum. Alasan penyidikan demi hukum adalah: °

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang

disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).

“0'1bid. him. 150
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2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa
seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang
sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).

3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan
tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77
KUHAP).

4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78
KUHAP).

Mengenai tata carg=#®mghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3

alasan yang dapat ampergortaran penyidik sebagai dasar penghentian
penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alas an-alasan tersebut
penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat
penyidik.

Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di
dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik
mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak

semaunya tanpa alas an hokum, serta sekaligus pula akan memberi
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landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah
tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi
prapradilan, penggarisan alas an-alasan penghentian tersebut
merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang prapradilan, jika ada

permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

D. Telaah Tentang Pertanggungjawaban Pidana
Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban”

merupakan konsep pusat ya@®sdikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam

Kondisi subjektif ini disebut "kesalahan™.  Menurut sistem hukum
kontinental, kondisi subjektif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kesalahan
(kesengajaan dan kelalaian) dan mampu mempertanggung jawabkan. Jadi,
apa yang dimaksud dengan dengan pertanggungjawaban pidana adalah

pengukuran terhadap dapat atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa untuk
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dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat
olehnya. 4

Dalam peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pidana
dirumuskan secara negaitif. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara
negatif dapat dilihat dalam ketentutan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang
menyebeutkan bahwa seseorang yang mengalami cacat jiwanya dalam

pertumbuhan atau dikarenakan penyakit, maka tidak dipidana. Adrianus

Meilala berpendapat bahwa, yang dimaksud kategori penyakit jiwa dalam

1. Arti Perjudian
Permainan judi ini merupakan salah satu permainan tertua di dunia,
hampir semua negara bahkan di seluruh belahan dunia mengenal
permainan judi sebagai permainan peluang. Permainan judi akan
mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian materil dan

immateriil yang tidak hanya berdampak pada pemainnya saja tetapi

4 Ibid.. him. 107.
42 Zakiah Duradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1993), him. 33
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keluarga juga akan merasakan dampaknya. Perjudian akan
mempengaruhi  kondisi ekonomi masyarakat sehingga akan
mengakibatkan berbagai bentuk kejahatan yang membahayakan
masyarakat.*3

Pengertian perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada
kamus istilah hukum Fockema Andreaeyang meyebutkan perjudian
sebagai Hazardspel (kansspel), yaitu permainan judi, permainan
untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang

ada.** Kartini Kartonge=Meggemukakan pendapatnya bahwa, yang

dimaksud deg B(taruhan dengan sengaja yakni
memp u yané.%ung R bernilai dengan adanya
resiko dan padaf] peristiwa-peristiwa
per adian-kejadian yang
tidak eI% an bahwa perjudian
didefin ikéﬁéeb , perjudian adalah suatu
kegiatan s arta benda dalam suatu

permainan, dengan endapatkan lebih banyak uang atau
harta yang lebih besar dari jumlah sebelumnya.
Perjudian juga disebut sebagai permainan dimana pemain bertaruh

sejumlah uang atau barang dengan memilih satu opsi di antara opsi yang

tersedia dimana hanya ada satu pilihan yang benar dan akan menjadi

43 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta:
PT. Tatanusa, 2012), him. 230.

4 Mr. n.E Algra dan MR. RR. W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan
oleh Saleh Adiwinata (Jakarta: Bina Cipta 1983) him. 186

4 Kartono Kartini, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) him. 58.
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pemenangnya, pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada
pemenang Yyang bertaruh yang jumlahnya ditentukan sebelum
dimulainya perjudian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303

ayat (3) perjudiaan adalah :

“Permainan dimana pada umumnyakemungkinan mendapat untung
bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainannya
terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang
kepetusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan
antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala
segala pertaruhan yang lainnya.”*

engyfy, terganturg, pada keberuntungan

tergantung pada keterampilan atau pelatihan pembuatnya. Misalnya,

melempar bola, bermain panahan, bermain bridge, atau domino.*

4 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Ed. 5,
him. 182.

47 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2005), him. 166 — 167.
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2. Unsur —Unsur perjudian
Telah disimpulkan dari beberapa definisi tentang perjudian diatas,
setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai perjudian, diantaranya ialah:®
a. Permainan atau Perlombaan
Sebuah permainan yang biasanya dilakukan dengan bentuk
permainan atau perlombaan. Pelaku biasanya melakukan kegiatan ini
dengan alasan untuk bersenang-senang atau sekedar mengisi waktu

luang. Kegiatan ini diefagap bersifat rekreatif, karena para pelaku

paan ini, untuk dapat
fathan ‘aauf perlombaan  hanya
< o
menggtunglé'@ad&wﬁh&matlf fitau kebetulan atau untung-
untungan, atau Juga rerrorRennalan dari pemain yang sudah terbiasa
mengikuti perjudian.
c. Ada Taruhan
Adanya taruhan dalam kegiatan permainan atau perlombaan yang
dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar dapat mngakibatkan
pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Taruhan dalah

kegiatan permainan atau perlombaan ini dapat berupa harta, benda,

4 Moeljatno, Kejahatan Terhadap ketertiban Umum, (Jakarta: Bina Aksara, 1984) him, 41.

42



bahkan seorang istri/suami dapt dijadikan taruhan. Unsur ini
merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan sebuah
kegaiatan permainan atau perlombaan dapat dikatakan suatu

perjudian atau tidak.

3. Jenis-jenis Perjudian
Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1974 jestasg Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1),

\

C

el

f.

g.

h.

i.

J.

k.

I. Jisikie;

m. Big six Wheel;

n. Chuc a Cluck;

0. Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan;
p. Yang berputar (Paseran);
g. Pachinko;

r. Poker;

s. Twenty One;

t. Hwa-Hwe;

u. Kiu kiu.

2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari
perjudian dengan:
a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau
b. sasaran yang tidak bergerak;
c. Lempar gelang;
d. Lempar coin (uang);
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Koin;
Pancingan;
Menebak sasaran yang tidak berputar;
Lembar bola;
Adu ayam;
Adu kerbau;
Adu kambing atau domba;
Pacu kuda;
. Karapan sapi;
Balap liar motor ataupun mobil;
Pacu anjing;
Hailai;
Mayong/macak
3. Perjudlan yang dikaitkan dengan  alasan-alasan  lain
diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasan-
kebiasan:
. Adu ayam

fePes3zTATISa e

<))
N
Ajds, diseflitkan bahwa bentuk
Y

perjud g 3;5'ép ti sabung ayam, balap

ﬁ‘%gal N a&lk pgfjudian jika adat yang
berl?gltarﬁturﬂa}l} upacayé

kebiasaan tersebut bukan merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini juga

keagamaan dan selama

meliputi bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di kemudian

hari sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.
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BAB IlI

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

PERJUDIAN DALAM PEMILIHAN KUWU

A. Asas Hukum Pelanggaran Tindak Pidana Perjudian Pada Pemilihan
Kuwu
Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa

sebagaimana berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa:

(2) Pemg ntahan Y. gnetapkan  kebijakan

Kabupaten Indramay Brdasarkan Peraturan Bupati Nomor
64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di
Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati
Indramayu Nomor 64.A Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 yaitu dilaksanakan
secara serentak dan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka

6 (enam) tahun, pemilihan kuwu secara bergelombang dilakukan dengan

interval paling lama 2 (dua) tahun.
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Pemilihan Kuwu di Desa Jatibarang Baru pada tahun 2021
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, yang dilaksanakan secara
serentak bersamaan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu
lainnya. Pemilihan Kuwu secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam
pelaksanaanya. Pemilihan Kuwu secara serentak mempertimbangkan
jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga

dimungkinkan pelaksanaa ara bergelombang sepanjang diatur dalam

tindak pidana yang terjadt oetarrr waktu pelaksanaan pemilihan kuwu.
Meskipun pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan kuwu hanya
terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sekali, kendati demikian harus
adanya tindakan mengenai pelanggaran pidana yang dilakukan tersebut.
Pelaksanaan pemilihan kuwu yang dilakukan 6 (enam) tahun sekali

merupakan hal yang sangat hakiki atau penting dalam suatu desa yang

49 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), him. 222.
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berdemokrasi dan pemilihan kuwu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam
pelaksanaannya.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran tindak pidana,
ketika ia melakukan suatu larangan yang tercantum dalam undang-undang
dan tidak melakukan suatu keharusan yang tercantum dalam undang-
undang. Sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa menurut penjelasan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan
Pentertiban Perjudian, tindak pidana perjudian sangat bervariasi bentuknya

yaitu salah satunya ialah tjpe¥esgidana perjudian dalam pemilihan kuwu.

adalah sebuah kejahatan. Data H Pidana tindak pidana perjudian diatur

dalam pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana. Dalam perkembangannya,
lamanya hukuman penjara dan besarnya denda pada pasal 303 dan 303 Bis
KUHP saat ini merupakan hasil perubahan berdasarkan pasal 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan
bahwa merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) KUHP dari
hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya sembilan puluh ribu menjadi hukuman penjara selama-lamanya
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sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah.
Kemudian disebutkan juga bahwa merubah ancaman hukuman dalam pasal
542 ayat (1) KUHP, dari kurungan selama lamanya satu bulan atau denda
sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman
penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya
sepuluh juta rupiah. Selanjutnya merubah ancaman hukuman dalam pasal
542 ayat (2) KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau
denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman

penjara selama lamanya enga™eQun atau denda sebanyak banyaknya lima

nenjadikannya sebagai suatu mata
pencaharian, kemudian dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan
sengaja ikut serta dalam kegiatan usaha, tanpa memperhatikan apakah untuk
memanfaatkan kesempatan tersebut ada syarat-syarat tertentu atau
dipenuhinya tata cara tertentu, serta menjadi turut serta dalam permainan
judi sebagai sebuah mata pencaharian akan diancam dengan pidana penjara

paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima
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juta rupiah. Selanjutnya, jika yang bersalah melakukan kejahatan itu selama
menjalani pencahariannya, maka haknya untuk menjalani pencahariannya
itu dapat dicabut.

Menurut S.R. Sianturi, bahwa dalam penerapan pasal 303 bis KUH
pidana disebutkan seuah istilah “petindak”, petindak dalam pasal 303 bis
KUH pidana tidak ada hubungannya dengan delik dalam pasal 303 KUH
pidana, karena istilah ini merjuk pada “pemain-pemain teri” yang berada di
pinggiran jalan, dikebun dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum.

agai “pelaku pelengkap” untuk delik dalam

..

Selain itu, dapat disebut jugges

pasal 303, namyg I{equﬁlmlﬂif
' rek‘bﬁjkan y.

i pelaku yang berdiri sendiri

sepanjang agnnya bermain judi atau

1

ety
= "\."'l-:'-..ﬂ‘!"'

dapat mengatasi dan . angl kejahatan yang dilakukan oleh
masyarakat yang dapat menyebabkan rusaknya nilai dan norma-norma
dalam masyarakat. Perbuatan tersebut disebut dengan istilah perbuatan
pidana atau tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
pemberantasan tindak pidana sangat memerlukan hukum pidana sebagai

pedoman pemberantasan tindak pidana, dalam hukum pidana disebutkan

%0 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1983)
him. 282
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bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan
pertanggungjawaban pidana.

Berbicara persoalan pertanggungjawaban pidana tindak bisa terlepas
dari persoalaan mengenai tindak pidana. Bahwasannya tidak mungkin
seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika ia tidak
melakukan tindak pidana tersebut. Untuk dapat menjatuhi pidana terhadap
seseorang makan harus dipenuhinya unsur-unsur “kejahatan” dan
“pertanggungjawaban pidana”. Unsur sentral dalam tindak pidana ialah

unsur kesalahan atau kesepgef®ag. unsur tindak pidana terdiri dari unsur

i
'll.'-..,{. !‘l!“'r
2
D
>
c
=~
c
3
o
V)
=
(%2}
D
(72}
D
o
=
QD
>
(=]

a seseorang yang tidak menyebabkan
suatu akibat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Roscoe Pound
berpendapat bahwa pertanggungjawaban merupakan akibat dari suatu
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik sebuah penyerangan atau
sebuah persetujuan. Terdapat perbedaan dalam penyebutan istilah dari
pertanggungjawaban pidana dikalangan para ahli hukum pidana. Menurut
Roeslan Saleh, menyebut dengan sebutan “pertanggung jawaban pidana”,

kemudian Moeljatno menyebutnya dengan istilah “pertanggungjawaban
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dalam hukum pidana”, selain itu menurut Sudarto, Sianturi, yang diikuti
olen Muladi, Barda Nawawi Arief, lebih condong menggunakan istilah
“pertanggungjawaban pidana”.>!

Pertanggungjawaban pidana menurut pendapat Muladi dan Dwidja
Priyanto bahwa terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan monistis dan
pandangan dualistis. Rumusan “strafbaar feit” sebagai “eene strafbaar
geste/de, onrechamatige, met schuld in verband stande handeling van een
(orkeningvatbaar person)” merupakan rumusan tentang pandangan
monistis yang dikemukakggpe®

S

huku‘rgmla 8gm oleh hukuman, dan

8l _Simons, yang berarti bahwa seseorang

seseorang yang bersalah yang

“;;v._-‘: (pebugtan pidana) kemudian
i

[ L= ) 1
P subjeRif goembuat untuk adanya

kepada si pembuat. pertoapat  Herman, kemudian Moeljatno
menyimpulkan bahwa unsur dari perbuatan pidana dan unsur
pertanggungjawaban pidana ialah hal yang terpisah, dikarenakan unsur
utama dari unsur pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.>?
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pertanggungjawaban
pidana ialah berkaitan dengan kesalahan. Berkaitan dengan itu, Saver

mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian dasar

51 Erdianto Effendi, Op.Cit. him. 114.
52 |bid. him. 114-115.
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dalam hukum pidana yaitu, sifat melawan hukum (unrecht), kesalahan
(schuld), dan pidana (strafe).>® Sifat melawan hukum merupakan istilah
yang mengadopsi dari istiah “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dibedakan dalam dua
penegertian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas yang perbuatan
itu harus melawan hukum. Dalam artian sempit, hukum disini hanyalah
hukum yangterulis dan dikodifikasikan dan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, dalam artian luas hukum yang dimakudkan ialah hukum yang

biasaan, kesusilaan, dan kepatutan dalam

yang mem@ ri'ﬂéiar o

&
pidana. Simofg jl:ga}'nqagewwu@hdap ya bahwa yang dimaksud

dengan kesalahan iala yang socil ethisch sebagai dasar untuk
pertanggungungjawaban dalam hukum pidana, yang berupa keadaan
Psychisch dari si pembuat dan hubungannya dengan perbuatannya dan
dalam ari bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan

kepada si pembuat.>® Kesalahahan secara umum diartikan sebagai suatu

perbuatan yang secara keseluruhan dianngap tidak patut, yang melanggar

%3 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar baru, 1983), him. 6.
% Erdianto Effendi, Op.Cit. him. 117
%5 Sudarto, Op.Cit. him. 88-89.
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hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang karena perbuatannya itu

setidaknya dapat dicela.

C. Deskripsi Tentang Alat Bukti dan Teori Penyidikan
Pembuktian merupakan hal utama dalam hukum acara pidana untuk
proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal tersebut melalui beberapa
tahapan, yang dalam hal tersebut terdapat beberapa cara untuk dapat
membuktikan dan menunjukan benar salahnya terdakwa terhadap suatu

perkara pidana pada persigaf®eg_dipengadilan. Untuk dapat melakukan

upaya pembuktiag rh@dﬁ)ﬂa@ Fu tiwpenurut Hari Sasangka dan Lily

Rosita alat gkt % sesuzﬁ@arb yfan, dimana dengan alat-

‘l
Ay v

apatnya tenflemukakan bahwa yang
dengan suatu tindak prdare alat-alat tersebut dapat dipergunakan
sebagai bahan pembukian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Pengaturan alat bukti sebagaimana tercaantum dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut
undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa

%6 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar
Maju, 2003) him. 11
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atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan
mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa
mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang
ditentukan. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pada dasarnya perihal alat-
alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh
karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran
materiel (materieele waarheid) dalam perkara pidana alat-alat bukti
memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis

dan praktik suatu alat bu lah dipergunakan dan diberi penilaian

secara cermat, agg

;{Qﬁ){kﬂeg@n}s‘ i sekaligus tanpa mengabaikan
flakwlp. )

hak asasi tg

®o0 o

Sesuai dengan Rete Pasal 184 ayat (1), Undang-undang
menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183
dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi
hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan

dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu,

minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk

5 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teorits, Praktik Dan Permasalahannya.
(Bandung: PT. Alumni, 2007) him. 99
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membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling
sedikit” dibuktikan dengan “dua”alat bukti yang sah.

Dalam hal mencari alat bukti yang sah, dilakukan pada proses
hukum penyidikan, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada peraturan perundang-undangan dilakukan menurut
ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Menurut
Lilik Mulyadi, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana
sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan

tentang aspek-aspek sebagai

g
Den@an alat Gl

ra‘ge#yqjikﬁ ﬁeﬁ@ﬁhenr pafal 106 KUHAP dilakukan
segera setelah laporan atau pergaaoan adanya tindak pidana. Penyidik yang
mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu
peristiva yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera
melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Seorang pelaku diproses
oleh hukum apabila didapati seorang pelaku perjudian terangkap tangan,

adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat. Dalam hal pengaduan dan

laporan terdapat perbedaan, yaitu pengaduan bukan hanya berisi tentang

%8 1bid. him. 55
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laporan saja tetapi juga berisi tentang permintaan untuk segera memproses
hukum pelaku. Selanjutnya, pengaduan memiliki batas waktu sedangkan
laporan tidak memiliki batas waktu untuk melaporkan. Pengaduan hanya
dapat dilakukan oleh pihak tertentu saja, sedangkan laporan boleh dilakukan
oleh siapapun.®®

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh
penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik
pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil
umum melalui penyidik Polri. Pada

penyidikannya kepada pegs

penyidikan, titik hefat te&aErﬁlah}e akMeg

=
mengumpypan 1” supa ak pid?ig@an ditemukan dapat menjadi
” :

pada tindakan “mencari serta

% Andi Muhammad Sofyan, dan Abd asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta:
Kencana, 2014), him. 75.
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